BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN
BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Menimbang :

Mengingat

—_

JEPARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEPARA,

bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran, efisiensi dan
efektifitas pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten
Jepara perlu adanya pelimpahan sebagian urusan yang
menjadi kewenangan Bupati kepada Camat;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik, maka perlu meninjau kembali Peraturan
Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian
Urusan Yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30
Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Yang
Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Jepara,;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 19350 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5475);



Menetapkan

10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan,

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pelimpahan
Sebagian Urusan Yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada
Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN YANG MENJADI
KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019

tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada

Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten

Jepara Tahun 2019 Nomor 30) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai

berikut:



(1)

Pasal 3

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

a.
b.

mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum,;

mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan,;

mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum,;

mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan;

membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
dan

melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan

desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah, yaitu Rekomendasi/Surat

Keterangan/Pengantar/Legalisasi:

1.

NS RN

10.

Melegalisasi Proposal yang diajukan masyarakat meliputi :

a. Proposal Bantuan Sosial dan Pendidikan

b. Proposal Bantuan Keagamaan

c. Proposal Bantuan Pembangunan

d. Proposal Bantuan Kepemudaan dan Keolahragaan
e. Proposal Bantuan Modal Usaha

f. Proposal lainnya.

Surat Keterangan Miskin

Pengantar Rekomendasi Survey Penelitian

Pengantar Izin Keramaian

Pengantar pindah kawin

Surat Keterangan Waris

Surat dispensasi nikah (bagi yang pengurusan administrasinya
kurang dari 10 hari kerja dari pernikahan)

Pengantar Register Kredit Bank

Rekomendasi pendirian kelompok kesenian, sanggar seni

Surat Keterangan dan Rekomendasi lainnya yang dibutuhkan oleh

masyarakat.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara

pada tanggal 29 April 2021
BUPATI JEPARA,

7/

DIAN KRISTIWNDI

Diundangkan di Jepara
Padatanggal 29 April 2021

SEKRETARES DAERAH KABUPATEN JEPARA,
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EDY SUJATMIKO



